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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 
 

No Dimensi Uraian Pertanyaan Informan 

1 Standar dan 

Sasaran 

Kebijakan 

1. Apakah tujuan dari 

Kebijakan system OSS ? 

2. Bagaimana standar 

pelaksanaan kebijakan 

system OSS tersebut? 

3. Apakah yang menjadi 

ukuran atas keberhasilan 

kebijakan system OSS 

tersebut? 

4. Siapa yang menjadi 

sasaran kebijakan system 

OSS tersebut? 

5. Berapa banyak kelompok 

sasaran yang ada? 

1. Pranata Komputer 

Pelaksana 

lanjutan(penanggung 

jawab system OSS) 

2. Staff 

DPMPTSP(yang 

menjalankan system 

OSS) 

3. Staff 

DPMPTSP(yang 

menjalankan system 

OSS) 

2 Sumber Daya 1. Apakah seluruh staf dan 

pejabat yang berwenang 

telah mengetahui adanya 

kebijakan/peraturan daerah 

tersebut? 

2. Bagaimana kesiapan 

pegawai dalam 

mengimplementasikan 

kebijakan system OSS 

tersebut? 

3. Berapa banyak sumber 

daya manusia yang tersedia 

untuk 

mengimplementasikan 

kebijakan system OSS 

tersebut? 

4. Bagaimana dengan 

kompetensi para pegawai? 

Apakah memiliki 

kompetensi/pemahaman 

yang baik terhadap 

kebijakan tersebut? 

5. Apakah tersedia sumber 

daya finansial (anggaran) 

yang cukup untuk 

mengimplementasikan 

kebijakan system OSS 

tersebut? 

1. Pranata Komputer 

Pelaksana 

lanjutan(penanggung 

jawab system OSS) 

2. Staff 

DPMPTSP(yang 

menjalankan system 

OSS) 



 

 
 

  6. Apakah tersedia waktu 

yang cukup untuk proses 

implementasinya? 

 

3 Hubungan 

Antar 

Organisasi 

1. Siapa saja stakeholder 

yang terlibat dalam proses 

implementasi Kebijakan 

system OSS ? 

2. Bagaimana koordinasi 

yang dilakukan terkait 

pelaksanaan Kebijakan 

tersebut? 

1. Pranata Komputer 

Pelaksana 

lanjutan(penanggung 

jawab system OSS) 

2. Staff 

DPMPTSP(yang 

menjalankan system 

OSS) 

3. Staff 

DPMPTSP(yang 

menjalankan system 

OSS) 

4 Karakteristik 

Agen 

Pelaksana 

1. Bagaimana struktur 

organisasi pelaksana? 

2. Bagaimana karakteristik 

organisasi pelaksana? 

Apakah sudah sesuai 

dalam melaksanakan 

aturan serta dalam 

memberikan sanksi 

hukum? 

1. Pranata Komputer 

Pelaksana 

lanjutan(penanggung 

jawab system OSS) 

2. Staff 

DPMPTSP(yang 

menjalankan system 

OSS) 

3. Staff 

DPMPTSP(yang 

menjalankan system 

OSS) 

4. Pelaku usaha 1 
5. Pelaku usaha 2 

5 Kondisi Sosial, 

Politik dan 

Ekonomi 

1. Apakah tersedia sumber 

daya ekonomi yang 

mencukupi untuk 

mengimplementasikan 

kebijakan system OSS 

tersebut? 

2. Seberapa besar dan 

bagaimana kebijakan dapat 

memengaruhi kondisi 

sosial-ekonomi kelompok 

sasaran? 

3. Apakah elite politik yang 

ada mendukung 

implementasi kebijakan 

system OSS? 

1. Pranata Komputer 

Pelaksana 

lanjutan(penanggung 

jawab system OSS) 

2. Staff 

DPMPTSP(yang 

menjalankan system 

OSS) 

3. Staff 

DPMPTSP(yang 

menjalankan system 

OSS) 

4. Pelaku usaha 1 

5. Pelaku usaha 2 



 

 
 

  4. Bagaimana tanggapan 

public tentang kebijakan 

system OSS tersebut? 

 

6 Disposisi/Sikap 

Implementor 

1. Bagaimana respons 

implementor atas kebijakan 

system OSS tersebut? 

2. Apakah implementor 

memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang baik atas 

isi dan tujuan kebijakan 

system OSS tersebut? 

3. Bagaimana konsistensi 

sikap implementor dalam 

pelaksanaan 

kebijakan system OSS 

tersebut? 

1. Pranata Komputer 

Pelaksana 

lanjutan(penanggung 

jawab system OSS) 

2. Staff 

DPMPTSP(yang 

menjalankan system 

OSS) 

3. Staff 

DPMPTSP(yang 

menjalankan system 

OSS) 

4. Pelaku usaha 1 

5. Pelaku usaha 2 



 

 

Lampiran 2 Transkip Wawancara 

 
Key Informan 

Informan Peneliti : Bapak Niko Pahlawan 

Tempat : DPMPTSP Kota Depok 

Hari dan Tanggal : Senin, 04 Juli 2022 

 

1. Peneliti : “Menurut bapak, apakah tujuan dari kebijakan system 

OSS ? 

Informan     : “Tujuannya mempermudah proses perizinan berusaha, ada 

2 macamm jenisnya yang berbasis izin dan resiko kalau dulu 

untuk yang berbasis izin pelaku usaha harus membuat 

pemenenuhan komitmen kalau sekarang kebijakan yang 

berbasis resiko, dilihat dari seberapa besar resiko-resikonya 

yang terparing didalam kbli. Intinya, mempermudah proses 

perizinan berusaha.” 

 

 
2. Peneliti : ”Bagaimana standar pelaksanaan kebijakan system OSS 

tersebut?” 

Informan : “Standar pelaksanaannya sudah tertuang di PP 5 Tahun 

2021 , dari SOP nya, kebijakan kewenangannya dimana 

sudah tertuang dalam PP 5 Tahun 2021.” 

 

 
3. Peneliti : “Apakah yang menjadi ukuran atas keberhasilan kebijakan 

system OSS tersebut ?” 

Informan : “Tolak Ukurnya masyarakat lebih antusias, karena OSS 

bisa bermohon secara pribadi, mandiri, dan tanpa maupun 

pihak ketiga.” 

 

 
4. Peneliti : “Siapa yang menjadi sasaran kebijakan system OSS 

tersebut? “ 

Informan : ”Masyarakat terutama UMK ( Usaha Mikro dan Kecil )” 



 

 

 

 

5. Peneliti : “Berapa banyak kelompok sasaran yang ada?” 

Infroman : “Ada 2, UMK dan Non UMK” 

 

 
6. Peneliti : “Apakah seluruh pelaksana dan pejabat yang berwenang 

telah mengetahui adanya 

kebijakan/peraturan daerah tersebut? “ 

Infroman : “Semuanya sudah mengetahui, karena memang OSS 

sudah ada 2018 jadi sekarang fokusnya ke masyarakat.” 

7. Peneliti : “Bagaimana kesiapan pelaksana dalam 

mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?” 

Informan : “Ada sosialisasi ke masyarakat lebih banyak ke UMK dan 

untuk para pengusaha pun kami adakan sosialisasi” 

8. Peneliti : “Berapa banyak sumber daya manusia yang tersedia untuk 

mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?” 

Informan : “Kalau dari sisi kita sumber daya ada loket perbantuan 

yang sudah terlatih sebagai pendamping 

pengimplementasian system OSS.” 

9. Peneliti : “Bagaimana dengan kompetensi para pelaksana? Apakah 

memiliki kompetensi / pemahaman yang baik terhadap 

kebijakan tersebut?” 

Informan : Para pelaksana dan tenaga pendamping disini sudah dapat 

bimbingan teknis dan mengikuti workshop, memang pada 

dasarnya sumber dayanya masih kurang karena antusias 

dari masyarakat walaupun kurang dari kami terdapat tenaga 

pendamping 2 dan bisa berusaha secara mandiri 

10. Peneliti : “Apakah tersedia sumber daya finansial (anggaran) yang cukup 

untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS 

tersebut?” 

Informan : “Anggarannya mengikuti peraturan daerah, karena harus 

ada turunan dari PP 5 Tahun 2021 ke daerah untuk 

implementasi OSS.” 



 

 

11. Peneliti : “Apakah tersedia waktu yang cukup untuk proses 

implementasinya?” 

Informan : “Karena masih masa transisi dari manual ke OSS kendala 

nya banyak jadi waktunya pun cukup banyak. 

12. Peneliti : “Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proses 

implementasi kebijakan system OSS ?” 

Informan : “Lebih banyaknya ke para pengusaha karena mereka yang 

mengimplementasikan kebijakan OSS di system mereka 

sebagai legalitas perusahaan, jadi pada intinya pelaku 

usaha.” 

13. Peneliti : “Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait 

pelaksanaan Kebijakan tersebut? 

Informan : “Koordinasinya kita memberitahukan kepada masyarakat 

dan melakukan sosialisasi.” 

14. Peneliti : “Bagaimana struktur organisasi pelaksana?” 

Informan : “Bagan strukturnya ada di dalam file, disitu sudah 

terdapat bagian-bagian yang detail.” 

15. Peneliti : “Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana? Apakah 

sudah sesuai dalam melaksanakan aturan serta dalam 

memberikan sanksi hukum?” 

Informan : “Untuk saat ini sudah sesuai, karena kami sudah dibekali 

dengan workshop dan sosialisasi mengenai kebijakan ini.” 

16. Peneliti : “Apakah tersedia sumber daya ekonomi yang mencukupi 

untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS 

tersebut?” 

Informan : Karena DPMPTSP sebagai user, jadi sumber daya 

ekonomi untuk masyarakat sendiri akan meningkat karena 

sangat mudah untuk mendapatkan legalitas. 

17. Peneliti : “Seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat 

memengaruhi kondisi sosial-ekonomi kelompok sasaran?” 

Informan : “Karena kebijakan OSS bersifat sangat mudah, jadi 

kondisi social dan ekonomi mereka lebih terdongkrak 

karena kalau sebelum kebijakan OSS mereka berfikiran 

membuat izin usaha itu lama dan susah.” 

18. Peneliti : :Apakah elite politik yang ada mendukung implementasi 

kebijakan system OSS?” 



 

 

Informan : “Harus mendukung karena ini kebijakan pemerintah 

karena sudah diatur PP 5 tahun 2021 baik di pusat, daerah, 

ataupun di kabupaten/kota sudah mendukung.” 

19. Peneliti : “Bagaimana tanggapan public tentang kebijakan system 

OSS tersebut?” 

Informan : “Tanggapan public ada pro dan kontra karena setiap 

kebijakan ada suka dan tidaknya, tetapi secara keselurahan 

melihat antusiasme masyarakat terhadap perizinan berusaha 

tanggapannya positif banget.” 

20. Peneliti : “Bagaimana respons pelaksana atas kebijakan system 

OSS tersebut?” 

Informan : “Memang kita sebagai pelaksana atas kebijakannya, kita 

mendukung kebijakan OSS.” 

21. Peneliti : Apakah petugas/pelaksana memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan system 

OSS tersebut?” 

Informan : Iya, petugas dan pelaksana pasti sudah dibekali 

pemahaman-pemahaman karena sudah melakukan 

workshop, diklat atau bimtek.” 

22. Peneliti : “Bagaimana konsistensi sikap pelaksana dalam 

pelaksanaan kebijakan system OSS tersebut?” 

Informan : “Kalau untuk sikapnya sama seperti pemahamannya, jadi 

mereka bisa menyelesaikan masalah yang para pelaku 

usaha tanyakan atau berarti konsisten dalam melaksanakan 

pelayanan maupun pemahaman.” 



 

 

Informan Utama 

Informan Peneliti : Mas Rizal 

Tempat : DPMPTSP 

Hari dan Tanggal : Senin, 04 Juli 2022 

 

 
Standar dan Sasaran Kebijakan 

1. Peneliti : “Menurut mas, apakah tujuan dari kebijakan system OSS 

?” 

Informan : “Mempersimple system yang tadinya tiap daerah berbeda 

beda sekarang menjadi satu.” 

2. Peneliti : ”Bagaimana standar pelaksanaan kebijakan system OSS 

tersebut?” 

Informan : “Sekarang sudah online, orang bisa akses perizinan 

dengan mudah disini hanya membantu kendala yang ada.” 

3. Peneliti : “Apakah yang menjadi ukuran atas keberhasilan kebijakan 

system OSStersebut ?” 

Informan : “Satu system bisa membuat semua perizinan.” 

4. Peneliti : “Siapa yang menjadi sasaran kebijakan system OSS 

tersebut? “ 

Informan : ” Semuah elemen masyarakat, perseorangan maupun 

badan usaha.” 

5. Peneliti : “Berapa banyak kelompok sasaran yang ada?” 

Infroman : “Semua kalangan yang ada.” 

6. Peneliti : “Apakah seluruh pelaksana dan pejabat yang berwenang 

telah mengetahui adanya kebijakan/peraturan daerah 

tersebut? “ 

Infroman : “Pada saat diterbitkannya system OSS ini sudah tahu dan 

langsung di sosialisasikan.” 

7. Peneliti : “Bagaimana kesiapan pelaksana dalam 

mengimplementasikan kebijakaan system OSS tersebut?” 



 

 

Informan : “Dari segi kesiapan dari kamu sudah membuka loket 

khusus OSS, punya loket tersendiri dan SDM nya rata-rata 

sudah mendapat pelatihan.” 

8. Peneliti : “Berapa banyak sumber daya manusia yang tersedia untuk 

mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut?” 

Informan : “Untuk loketnya 2 tapi dalam pelaksanaanya kita 

berempat” 

9. Peneliti : “Bagaimana dengan kompetensi para pelaksana? Apakah 

memiliki kompetensi / pemahaman yang baik terhadap 

kebijakan tersebut?” 

Informan : “Iya, karena pelaksana sudah mendapat pelatihan 

sebelumnya.” 

10. Peneliti : “Apakah tersedia sumber daya finansial (anggaran) yang cukup 

untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS 

tersebut?” 

Informan : “Kalau anggaran kurang begitu paham yang saya tahu dari 

BPKM pusat memberikan computer dan printer” 

11. Peneliti : “Apakah tersedia waktu yang cukup untuk proses 

implementasinya?” 

Informan    : “Sudah cukup mulai dari sosialisasi sampai pelaksanaan.” 

12. Peneliti : “Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam proses 

implementasi kebijakan system OSS ?” 

Informan    : “Dari pimpinan sampai kebawah terlibat semua” 

13. Peneliti : “Bagaimana koordinasi yang dilakukan terkait 

pelaksanaan Kebijakan tersebut? 

Informan : “Sangat baik sehingga system OSS ini jadi mempermudah 

kebijakan dari yang sebelumnya” 

14. Peneliti : “Bagaimana struktur organisasi pelaksana?” 

Informan : “Yang melayani 2 dengan pemahaman yang baik dan 

penananggung jawab 1 yang lebih paham mengenai system 

OSS ini.” 

15. Peneliti : “Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana? Apakah 

sudah sesuai dalam melaksanakan aturan serta dalam 

memberikan sanksi hukum?” 

Informan : “Dalam pelaksanaannya sesuai yang kita dapat dari 

pelatihan sehingga bisa mengimplementasikan dengan baik 

dalam pelaksanaannya.” 



 

 

16. Peneliti : “Apakah tersedia sumber daya ekonomi yang mencukupi 

untuk mengimplementasikan kebijakan system OSS 

tersebut?” 

Informan : “Sumber daya ekonomi yang diberikan computer dan 

printer dari BPKM pusat atau kementrian investasi.” 

17. Peneliti : “Seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat 

memengaruhi kondisi sosial-ekonomi kelompok sasaran?” 

Informan : “Kalau menurut saya jadi mempercepat pertumbuhan 

ekonomi yang tadinya harus bolak-balik sekarang bisa dari 

rumah.” 

18. Peneliti : :Apakah elite politik yang ada mendukung implementasi 

kebijakan system OSS?” 

Informan : “Iya mendukung, karena buktinya ada pelayanan untuk 

system OSS.” 

19. Peneliti : “Bagaimana tanggapan public tentang kebijakan system 

OSS tersebut?” 

Informan : “Mempermudah yang tadinya bikin perizinan butuh 7-10 

hari kerja sekarang langsung terbit dari system OSS” 

20. Peneliti : “Bagaimana respons pelaksana atas kebijakan system 

OSS tersebut?” 

Informan : “Dari segi saya lebih mempermudah perkerjaan dan 

menurut saya lebih membantu masyarakat dalam berusaha” 

21. Peneliti : “Apakah petugas/pelaksana memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang baik atas isi dan tujuan kebijakan system 

OSS tersebut?” 

Informan : “Karena kita melalu pelatihan sedikitnya dapat pengtahuan 

dan dapat pemahaman system OSS itu tujuannya seperti apa” 

22. Peneliti : “Bagaimana konsistensi sikap pelaksana dalam 

pelaksanaan kebijakan system OSS tersebut?” 

Informan : “Karena adanya 2 loket khusus melayani system OSS 

pelaksanaanya berjalan dengan baik dan konsisten memberi 

pemahaman kepada para pelaku usaha jika ada kendala.” 



 

 

Informan Pendukung 

Informan Peneliti : Bapak Juli 

Tempat : DPMPTSP 

Hari dan Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022 

 

 
Standar dan Sasaran Kebijakan 

1. Bagaimana tanggapan mengenai penerapan system baru OSS pada 

pelayanan perizinan berusaha? 

 
“Pada awal – awalnya sistem OSS ini ada sih rada bikin pusing belum lagi 

harus nunggu prosesnya lama terus jaringannya gitu dek. Tapi nanti juga 

akan diberitahu sih bagaimana caranya.” 

 
2. Sejauh mana efektivitas penerapan OSS pada pelayanan perizinan berusaha? 

 
“sudah efektiv, karena sekarang kan jaringannya udah kuat terus juga 

sistemnya mungkin sudah terus dioptimalkan sehingga tidak terjadinya 

proses yang lama lagi seperti dulu ingin membuat izin usaha.sekarang 

dengan adanya penerapan sistem OSS jadi lebih mudah ga sesulit tahun lalu 

awal – awal masuk sistem OSS.” 

Sumber Daya 

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai perbandingan penggunaan program 

lama (manual) dengan penerapan system OSS pada pelayanan perizinan 

berusaha? Mulai dari proses layanan hingga penerbitan izin berusaha. 

Apakah sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan juga sebanding? 

 
“perbandingan antra pembuatan izin usaha yang manual sama sekarang 

yang OSS sih ya, mungkin kalau dulu kan jadi pembuatannya waktu yang 

lama, fasilitasnya juga belum memadai dan juga pasti harus membawa – 

bawa berkas penting dulu hingga bertemu petugas lalu didaftarkannya ke 

perizinan usaha. Kalau sekarangkan dari fasilitasnya juga sudah memadai 

seperti komputer, jaringan komputer, jaringan internet dan banyak 

petugasnya jadi sekarang si lebih terbantu si dek dengan adanya sistem OSS 

ini dan juga sekarang tidak butuh waktu yang cukup lama hanya beberapa 

menit kalau kita sudah tau.” 



 

 

 

 

Komunikasi Antar Organisasi 

1. Sejauh mana pemahaman anda mengenai alur, tahapan dan proses 

penerapan OSS pada pelayanan penerbitan perizinan berusaha? 

 
“jadi kita selaku pelaku usaha harus memiliki NIK dan menginputnya dalam 

proses pembuatan user-ID, lalu ditanya usahanya berbentuk apa kecil atau 

besar, lalu aktivasi akun OSSnya, masukkan data – datanya dibantu petugas, 

habis itu sudah nunggu beberapa menit kalau sudah lengkap semua data – 

datanya langsung jadi surat izin usaha kita.” 

 
2. Menurut anda sejauh mana peran pelaksana terkait dalam proses pelayanan 

perizinan berusaha sebelum dan sesudah penerapan system OSS 

diberlakukan? 

 
“Untuk sosialisasi sendiri saya baru mengetahuinya ketika saya datang ke 

kantor DPMPTSP saat ingin mengurus izin. Kemudian staf yang melayani 

kami juga menjelaskannya dengan baik ya jadi saya cukup mengerti. Jadi 

kalau mengenai informasi Sistem OSS ini ya sebelumnya saya belum 

mengetahui kalau saya tidak datang ke kantor” 

Karakteristik Agen Pelaksana 

1. Mungkinkah atau pernahkah terjadi konflik social, lingkungan dan 

sebagainya setelah izin berusaha diterbitkan melalui OSS? 

 
“sejauh ini ga ada sih dek, mungkin hanya masyarakat yang belum mengerti 

dengan adanya sistem baru” 

 
2. Bagaimana tindakan dinas terkait dengan pemecahan konflik yang terjadi? 

 
“karena belum pernah juga jadi saya kurang tau sekali tuh dek tentang 

gimana cara penyelesaiannya staff kalo ada konflik” 

 
3. Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana? Apakah sudah sesuai dalam 

melaksanakan aturan serta dalam memberikan sanksi hukum? 

 

“Mereka memberi pengarahan dengan baik sehingga kami sebagai pelaku 

usaha mengerti dengan keterangan – keterangan yang diberikan.apalagi 

dengan Sistem OSS ini pelayanan saya lihat semakin mudah. Yang 

melayani 2 dengan pemahaman yang baik dan penananggung jawab 1 yang 

lebih paham mengenai system OSS ini. Dalam pelaksanaannya sesuai yang 



 

 

kita dapat dari pelatihan sehingga bisa mengimplementasikan dengan baik 

dalam pelaksanaannya” 

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi 

1. Apakah tersedia sumber daya ekonomi yang mencukupi untuk 

mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut? 

 
“Cukup yaa menutut saya sih, karena dilihat dari pemahaman agen 

pelaksana terhadap kebijakan sistem OSS ini sangat bagus, mengerti apa 

yang semua kami tanyakan ” 

 
2. Seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial 

ekonomi kelompok sasaran? 

 
“Menurut saya, karena semakin mudahnya sistem kebijakan perizinan 

berusaha yang baru ini membuat kita sebagai pelaku usaha merasa 

dimudahkan jadi itu yang bisa membuat kondisi social ekonomi kami 

sebagai masyarakat dan pelaku usaha naik dan terpengaruh atas kebijakan 

tersebut 

 
3. Apakah kelompok politik yang ada mendukung implementasi kebijakan 

system OSS? 

 
“ Kalo menurut saya sih mendukung yaa, karena jika tidak satu suara untuk 

mendukung kebijakan ini tidak akan terimplementasikan sebaik ini 

 
4. Bagaimana tanggapan public tentang kebijakan system OSS tersebut? 

 
“baik, dan mungkin dengan diadakannya kebijakan sistem OSS ini lebih 

mempermudah dan mempercepat kegiatan untuk membuat izin usaha 

masyarakat jadi saya sangat mendukung apa yang dapat mempermudah 

kegiatan masyarakat.” 

Disposisi/Sikap Pelaksana 

1. Bagaimana respons pelaksana atas kebijakan system OSS tersebut? 

 
“sudah baik dari penyampaian dan pemberitahuan petugas tentang sistem 

OSS ini, juga petugas mengerti dengan apa yang ingin disampaikan pada 

kebijakan ini sehingga dapat menciptakan suasana dan keberhasilan suatu 

kebijakan itu.” 

 
2. Apakah pelaksana memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi 

dan tujuan kebijakan system OSS tersebut? 



 

 

 
 

“ohh, tentu saja sudah seperti apa yang saya katakan tadi sebelumnya 

petugas sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman bagaimana tujuan 

dari kebijakan ini akan diberikan kepada masyarakat yang ingin mengurus 

izin usaha dengan lebih mudah.” 

 
3. Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan 

system OSS tersebut? 

 
“konsistensi sikapmya itu baik, tidak berbelit dan juga dapat dipahami 

sehingga mempermudah dan dapat mempercepat pembuatan izin usaha.” 



 

 

Informan Pendukung 

Informan Peneliti : Ibu Dwinasari 

Tempat : DPMPTSP 

Hari dan Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022 

 

 
Standar dan Sasaran Kebijakan 

1. Bagaimana tanggapan mengenai penerapan system baru OSS pada 

pelayanan perizinan berusaha? 

 
“mengenai penerapan sistem OSS ini ya de, saya rasa si sudah baik daripada 

tahun lalu yang masih adanya kesulitan dalam pembuatan perizinan usaha. 

Pada awal – awalnya sistem OSS ini ada sih rada bikin pusing belum lagi 

harus nunggu prosesnya lama terus jaringannya gitu de.” 

 
2. Sejauh mana efektivitas penerapan OSS pada pelayanan perizinan berusaha? 

 
“sudah efektiv, karena sekarang dengan adanya penerapan sistem OSS jadi 

lebih mudah ga sesulit tahun lalu awal – awal masuk sistem OSS, sekarang 

kan jaringannya udah kuat terus juga sistemnya mungkin sudah terus 

dioptimalkan sehingga tidak terjadinya proses yang lama lagi seperti dulu 

ingin membuat izin usaha.” 

Sumber Daya 

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai perbandingan penggunaan program 

lama (manual) dengan penerapan system OSS pada pelayanan perizinan 

berusaha? Mulai dari proses layanan hingga penerbitan izin berusaha. 

Apakah sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan juga sebanding? 

 
“perbandingan antra pembuatan izin usaha yang manual sama sekarang 

yang OSS sih ya, mungkin kalau dulu kan karena masih manual jadi 

pembuatannya membutuhkan waktu yang lama, fasilitasnya juga belum 

memadai dan juga pasti harus membawa – bawa berkas penting dulu hingga 

bertemu petugas lalu didaftarkannya ke perizinan usaha. Kalau sekarangkan 

dari fasilitasnya juga sudah memadai seperti komputer, jaringan komputer, 

jaringan internet dan banyak petugasnya jadi sekarang si lebih terbantu si 

dek dengan adanya sistem OSS ini.” 



 

 

Komunikasi Antar Organisasi 

1. Sejauh mana pemahaman anda mengenai alur, tahapan dan proses 

penerapan OSS pada pelayanan penerbitan perizinan berusaha? 

 
“jadi kita selaku pelaku usaha harus memiliki NIK dan menginputnya dalam 

proses pembuatan user-ID, lalu ditanya usahanya berbentuk apa kecil atau 

besar, lalu aktivasi akun OSSnya, masukkan data – datanya dibantu petugas, 

habis itu sudah nunggu beberapa menit kalau sudah lengkap semua data – 

datanya langsung jadi surat izin usaha kita.” 

 
2. Menurut anda sejauh mana peran pelaksana terkait dalam proses pelayanan 

perizinan berusaha sebelum dan sesudah penerapan system OSS 

diberlakukan? 

 
“peran petugas disini selama saya mengurus izin usaha dari sebelum adanya 

sistem OSS sampe sekarang udah ada sih ya de, pas sebelum adanya sistem 

OSS ini ya kaya biasanya aja ramah, baik, sopan sama sabar terus juga dulu 

dikasih tau apa aja yang harus di keluarin untuk dimasukkin datanya. Nah 

kalau sekarang masih sama juga de, tapi kan yang beda kita di awal – awal 

belum tau apa itu sistem OSS, gimana pakenya petugas kemarin 

memberitahu itu tahap – tahapannya, bagaimana sistemnya, apa saja yang 

harus dibawa nantinya seperti itu si dek, ya sudah baik sekali si 

pelaksanaannya. ” 

Karakteristik Agen Pelaksana 

1. Mungkinkah atau pernahkah terjadi konflik social, lingkungan dan 

sebagainya setelah izin berusaha diterbitkan melalui OSS? 

 
“sejauh ini sepertinya ga ada, mungkin hanya masyarakat yang belum 

mengerti dengan adanya sistem baru tetapi itu sudah langsung ditangani 

oleh petugasnya dengan baik dan sopan.” 

 
2. Bagaimana tindakan dinas terkait dengan pemecahan konflik yang terjadi? 

 
“dengan memberikan pemberitahuan menggunakan bahasa yang baik dan 

sikap yang sopan santun sehingga tidak menyebabkan konflik yang akan 

terjadi.” 

 
3. Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana? Apakah sudah sesuai dalam 

melaksanakan aturan serta dalam memberikan sanksi hukum? 



 

 

“sudah sesuai, karakteristik yang ada pada dinas ini si yang saya liat itu lebih 

mengedepankan kepuasan masyarakat, ya karena kan mereka bekerja untuk 

melayani masyarakat jadi ya sudah sesuai dengan hukum yang ada.” 

Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi 

1. Apakah tersedia sumber daya ekonomi yang mencukupi untuk 

mengimplementasikan kebijakan system OSS tersebut? 

 
“ Menurut saya cukup yaa, karena dilihat dari pemahaman agen pelaksana 

terhadap kebijakan sistem OSS ini sangat bagus, mengerti apa yang semua 

kami tanyakan ” 

 
2. Seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial 

ekonomi kelompok sasaran? 

 
“Menurut saya, karena semakin mudahnya sistem kebijakan perizinan 

berusaha yang baru ini membuat kita sebagai pelaku usaha merasa 

dimudahkan jadi itu yang bisa membuat kondisi social ekonomi kami 

sebagai masyarakat dan pelaku usaha naik dan terpengaruh atas kebijakan 

tersebut” 

 
3. Apakah kelompok politik yang ada mendukung implementasi kebijakan 

system OSS? 

 
“ Kalo menurut saya sih mendukung yaa, karena jika tidak satu suara untuk 

mendukung kebijakan ini tidak akan terimplementasikan sebaik ini 

 
4. Bagaimana tanggapan public tentang kebijakan system OSS tersebut? 

 
“baik, dan mungkin dengan diadakannya kebijakan sistem OSS ini lebih 

mempermudah dan mempercepat kegiatan untuk membuat izin usaha 

masyarakat jadi saya sangat mendukung apa yang dapat mempermudah 

kegiatan masyarakat.” 

Disposisi/Sikap Pelaksana 

1. Bagaimana respons pelaksana atas kebijakan system OSS tersebut? 

 
“sudah baik dari juga petugas mengerti dengan apa yang ingin disampaikan 

pada kebijakan ini sehingga dapat menciptakan suasana dan keberhasilan 

suatu kebijakan itu, penyampaian dan pemberitahuan petugas tentang sistem 

OSS ini.” 



 

 

2. Apakah pelaksana memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas isi 

dan tujuan kebijakan system OSS tersebut? 

 
“ohh, tentu saja sudah seperti apa yang saya katakan tadi sebelumnya 

petugas sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman bagaimana tujuan 

dari kebijakan ini akan diberikan kepada masyarakat yang ingin mengurus 

izin usaha dengan lebih mudah.” 

 
3. Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan 

system OSS tersebut? 

 
“konsistensi sikapmya itu baik, tidak berbelit dan juga dapat dipahami 

sehingga mempermudah dan dapat mempercepat pembuatan izin usaha.” 



 

 

Lampiran 3 
 

 
Foto Bersama Bapak Niko Pahlawan, A.Md., selaku Pranata Komputer 

Pelaksana Lanjutan. 

 

 
Foto Bersama Bapak Rizal Selaku Staff DPMPTSP yang menjalankan 

Perizinan Usaha Sistem OSS. 



 

 
 
 

Foto Bersama Masyarakat Selaku Pelaku Usaha yang mengurus Perizinan 

Usaha Sistem OSS. 

 

 

 
Foto Situasi atau Lokasi Kantor DPMPTSP Kota Depok. 



 

 

Lampiran 4 
 

Bukti data izin usaha sistem OSS dalam masa transisi tahun 2020 
 

Bukti data izin usaha Micro tahun 2019 



 
 

 
 

 

Bukti data izin usaha Non - Micro tahun 2019 
 

 
 

Bukti data izin usaha sistem OSS tahun 2021 
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